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GELAR Muktamar ke-48 Muhamma-

diyah dan Aisyiyah di Sala tinggal meng-

hitung hari. Berbagai persiapan dilakukan

tuan rumah untuk menyukseskan hajat

besar Muhammadiyah tersebut. Mulai

dari penyiapan segala sarana dan pra-

sarana bagi peserta dan penggembira yang

diprediksi akan berjumlah jutaan. 

Acara pra-Muktamar seperti pertun-

jukan seni dan budaya, talkshow yang di-

pandu presenter ternama Najwa Shihab

sudah dilaksanakan. Tinggal acara inti

yang rencananya dibuka Presiden Jokowi.

Selain tentu pemilihan formatur Pimpinan

Pusat dan Ketua Umum Muhammadiyah

periode baru. Sesuatu yang tidak dapat

dilepaskan dari momentum yang ditung-

gu-tunggu warga Persyarikatan. 

Walau begitu, jika dalam sebuah kom-

petisi, ada saja kelompok yang tidak mau

menerima atau mengakui kekalahan.

Pada kompetisi politik misalnya, di negara

yang menyajikan dua pasangan calon atau

lebih, kerusuhan sering kali terjadi. Pihak

yang kalah merasa dicurangi dan pihak

yang menang berdalih telah mematuhi

aturan yang berlaku. Pemandangan seper-

ti ini sudah sangat lazim terjadi. Namun

Muktamar Muhammadiyah, ini bukan

peristiwa politik. Tidak ada kompetisi

apalagi  tidak mengakui kemenangan

yang lain. 

Perjalanan Panjang

Salah satu hal yang menarik dalam

muktamar adalah pemilihan pimpinan.

Dalam hal ini Muktamar Muhammadiyah

& Aisyiyah telah melalui perjalanan pan-

jang. Pada Muktamar tahun 1990, Panitia

Pemilihan harus berhadapan dengan

adanya selisih penghitungan suara. Hal ini

menyebabkan penghitungan suara harus

diulang dua kali. Inipun tidak membuat

suasana panas.

Belajar dari pengalaman tersebut, pada

tahun 1995 yakni di Muktamar Aceh, ada

inisiatif untuk menggunakan sistem peng-

hitungan menggunakan program Lotus.

Selanjutnya pada Muktamar 2000 di

Jakarta panitia menggunakan penghi-

tungan suara dengan program Excel.

Kemudian 2005 di Malang dengan dibantu

tim IT pemilihan semakin mudah dengan

dibuatnya sistem penghitungan suara e-

counting - pemilihannya manual tetapi

penghitungannya melalui sistem tek-

nologi. 

Dengan kemajuan teknologi saat ini

membawa Muktamar ke-48 Muhammadi-

yah Aisyiyah menggunakan e-voting.

Sistem e-voting menjadikan proses pemi-

lihan dan penghitungan suara menjadi

lebih ringkas dan cepat serta memi-

nimalisir kecurangan dengan penerapan

teknologi. 

Singkatnya, dengan alasan peman-

faatan teknologi, kekhawatiran akan terja-

di kecurangan di tubuh persyarikatan seti-

daknya merupakan kecemasan yang bisa

dibilang berlebihan dan tidak

memiliki dasar yang jelas.

Sehingga dalam forum Tanwir

Muhammadiyah Jilid II tahun

lalu kekhawatiran tersebut di-

jawab secara lugas bahwa

kekhawatiran tidak diperlukan

dalam bermuhammadiyah.

Karena sepanjang perjalanan

persyarikatan, tidak pernah

ada kasus perebutan jabatan

dan kedudukan, apalagi kasus

kecurangan: memanipulasi da-

ta pemilihan. 

Bercermin dari Sesepuh

Kita dapat bercermin dari

para sesepuh dan pimpinan ter-

dahulu yang tidak pernah

mengajukan dirinya, namun di-

pilih di dalam sebuah sidang

(Tanwir/Muktamar). Artinya,

dalam pemilihan ketua Pimpinan Pusat

senantiasa berpedoman pada rekomendasi

para pimpinan yang berwenang dan ke-

mudian ditindaklanjuti dengan sistem

demokrasi (menyerahkan keputusan final

kepada setiap anggota peryarikatan yang

ber-NBM) dalam pagelaran Muktamar.

Sehingga tidak ada budaya curang di

dalam pemilihan pimpinan persyarikatan. 

Hal ini terlihat jelas kesahajaan orang-

orang Muhammadiyah seperti yang ditulis

oleh Hajriyanto Y Thohari dalam bukunya

berjudul Muhammadiyah dan Orang-

Orang Bersahaja yang diterbitkan Suara

Muhammadiyah. Buku yang ditulis dari

Lebanon tersebut berisikan kisah para

tokoh Muhammadiyah yang hidup dalam

kesederhanaan, bekerja keras, hemat, su-

ka menabung, filantropi, dermawan, dan

zuhud. Itu semua menjadi gaya hidup

orang-orang terdahulu dari generasi

Muhammadiyah yang tumbuh dengan

etos Al-Maun. ❑ - d

*)Diko Ahmad  Riza Primadi,

Jurnalis Suara Muhammadiyah.

Migrasi  Siaran Televisi,  ’Go  Digital’

Diko AR Primadi 

Masjid Raya Sheikh Al Zayed simbol persaha-

batan 2 negara Muslim

-- Persahabatan tulus untuk beribadah

dengan baik

***

Budaya Jawa menjawab tantangan zaman

--  ‘Ngeli ning ora keli’

***

Pasutri gowes dari Purbalingga ke Muktamar

Muhammadiyah

--  Hobby sekaligus syiar muktamar

Muktamar Orang-orang Bersahaja

TANGGAL 2 November   pemerintah

secara serentak     menghentikan siaran

televisi  analog atau Analogue Switch Off

(ASO) disebut juga  dengan transisi tele-

visi digital. Adalah suatu proses di mana

teknologi penyiaran  televisi analog dikon-

versi  ke dan digantikan televisi digital.

Penghentian siaran analog sesuai amanat

UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja.

Peralihan dari siaran televisi analog

ke digital,  akan  meningkatkan baik

kualitas teknis, konten  maupun suara

yang  semakin baik.   Berkat polesan

teknologi  digital siaran televisi se-

makin fashionable, karena meng-

hasilkan  siaran  dengan kualitas gam-

bar dan warna beresolusi tinggi. Akan

mambawa  pemirsa betah berlama-

lama  menonton tayangan televisi digi-

tal tersebut. 

Mengapa  Harus Digital ?

Sebagian masyarakat kita tidak

memahami alasan migrasi dari siaran

analog ke digital. Menurut survei yang

dilakukan  Litbang Kominfo  tahun

2019, 66% masyarakat Indonesia men-

gakses siaran televisi dengan tv ana-

log.  Adapun pendorong utama pe-

ngembangan televisi digital di

Indonesia ialah pasar televisi analog

yang telah mulai jenuh. Serta tuntutan

perkembangan teknologi informasi yang

saat ini sudah serba digital. 

Migrasi tv analog ke tv digital semakin

menegaskan kebenaran predikasi dan

analisis Alfin Toffler yang menyatakan

bahwa saat ini kita  telah memasuki

gelombang ketiga dari tahapan per-

kembangan masyarakat yakni  masyara-

kat informasi yang ditandai oleh isu-isu

digitalisasi.  

Saat pandemi  memang mengharuskan

kita bekerja dengan digital, namun tu-

juannya  untuk membatasi tatap muka

dan mobilitas  sosial  masyarakat.    Era

pandemi  menjadi sebuah  pengalaman

berharga bagi masyarakat dalam hal

penggunaan atau penguasaan perangkat

digital. Work from home merupakan mo-

mentum awal untuk proses sosialisasi

digital. Sehingga perubahan perilaku dari

komunikasi   offline menjadi komunikasi

online tidak banyak  menghadapi kendala

yang berarti.  Karena  masyarakat telah

‘tersetting’ perilaku budaya digital  yang

dibentuk  situasi dan kondisi pandemi pa-

da saat itu. Seharusnya   masyarakat  se-

makin siap  untuk go- digital

Masa  pandemi telah mempercepat pro-

ses budaya digital serta  memberikan

hikmah bagi kita semua agar  terampil da-

lam penggunaan  peralatan digital. Pe-

nguasaan terhadap teknologi digital   ter-

utama untuk  memenuhi kebutuhan se-

hari-hari   akan mempermudah dan mem-

percepat  pekerjaan   tanpa gangguan.   

Fondasi Akselerasi

Paul Virilio dalam Information Bomb

(2000) berpendapat  bahwa ‘prosedur digi-

tal, instrumental’ menjadi fondasi akse-

lerasi realitas dari revolusi teknologi ko-

munikasi dan informasi yang membawa

efek globalisasi digital. Yaitu kecepatan

terhadap kekuasaan, strategi militer,

sosial-budaya dan ekonomi.   Akselerasi

realitas  dari revolusi TIK  seperti dike-

mukakan Virilio telah memunculkan kon-

vergensi komputer, internet dan media,

yang telah mengubah life style masyara-

kat  dalam budaya komunikasi. Momen-

tum pandemi menyebabkan   akselerasi

realitas digital semakin masif yang mem-

percepat  perubahan dari  media traditio-

nal cultures menjadi media digital cul-

tures.

Persoalan pokok dalam akselerasi reali-

tas digital, masyarakat harus  membuka

diri dengan perkembangan dan dinami-

ka  media baru yang serba digital terse-

but.  Masyarakat harus bisa meng-

adaptasi dan mengadopsi  pikiran

pikiran dan gagasan masyarakat baru

yang ditopang  kekuatan dan ekspansi

ekonomi jaringan sistem informasi

global yang didukung teknologi. Se-

hingga masyarakat  dalam mengha-

dapi realitas digital saat ini perlu di-

dorong  kesiapan  mereka terhadap

sikap  comformity terhadap media digi-

tal cultures.

Dengan budaya ini  kehadiran tek-

nologi baru, ditangkap, dimaknai dan

dipergunakan,  sangat tergantung  pula

pada  bagaimana  dinamika struktur

dan kultur masyarakat yang ada.

Artinya jika kehadiran teknologi digital

sudah terkomformitas pada budaya

mereka, kecenderungan masyarakat

untuk  berubah  akan  terlaksana dengan

baik.  Selanjutnya  migrasi televisi analog

ke digital yang menjadi kebijaksanaan pe-

merintah akan diterima baik.  ❑ - d

*)Drs Tommy Suprapto MS, Pengamat

dan pemerhati media dan komunikasi,

Dosen LB STMM-MMTC Yogyakarta.

Tommy SupraptoMemidanakan Parpol Pencatut Nama Warga?
PENCATUTAN nama warga

dalam dukungan partai politik (par-
pol) sejatinya  merupakan Ôkisah
lamaÕ. Namun peristiwa ini masih
terus berulang dalam setiap verifikasi
parpol oleh KPU, pascareformasi.
Mengingat memang tidak mudah
mendapatkan dukungan. Paling ti-
dak, untuk tingkat kabupaten/kota
perlu seperseribu jumlah penduduk
kota/kabupaten, dalam wujud photo-
copy KTP. Bagi sebuah partai baru,
ini bukan hal gampang, karena war-
ga Ôsudah terkepungÕ partai politik
yang tumbuh bak cendawan di
musim hujan. 

Kala temuan KPU diklarifikasi, ra-
ta-rata warga merasa kaget, bingung
bahkan ada yang takut. Apalagi
kalau memiliki pekerjaan yang men-
syaratkan tidak boleh menjadi ang-
gota parpol. Kekhawatiran bila
temuan itu akan berakibat bagi pe-
kerjaan, tentu menggelayuti benak.
Tak heran bila  seperti terjadi di
Kabupaten Gunungkidul, terdapat 43
warga yang mengadu karena na-
manya dicatut. Yang membuat miris,
yang dicatut bahkan bukan pen-
duduk Gunungkidul. (KR, 14/11).

Kian miris, ketika pencatutan na-
ma warga tersebut hampir terjadi di
pelbagai wilayah di negeri ini. Dan
strategi KPU melakukan door to door

dalam melakukan klarifikasi meru-
pakan wujud dan kerja keras yang
pantas diapresiasi. Kian memri-
hatinkan, ketika KPU menemukan
ada parpol yang memanfaatkan 98
anggota KPU daerah tanpa seizin
yang bersangkutan. Dalam konferen-
si pers di Jakarta, 7 Agustus silam
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja me-
ngatakan,  jika terbukti parpol men-
catut nama seseorang tanpa izin ma-
ka ada dua kemungkinan. Parpol
tersebut akan dikenai hukuman ad-
ministrasi atau hukuman pidana.
Bahkan parpol terancam mendapat
predikat tidak memenuhi syarat
(TMS). Apalagi bila hal ini diingkari
warga yang dicatut namanya, saat
verifikasi faktual.

Memang ada warga yang dengan
kesadaran mengadukan pencatutan

nama tersebut ke Bawaslu. Alasan
kekhawatiran terkait pekerjaan, lebih
rasional. Selain tentu saja, menyurut-
nya kepercayaan warga terhadap
partai politik. Bisa  dipahami, survei
Indopol menunjukkan 35,93% atau
sepertiga responden tidak percaya
kepada parpol. Direktur Eksekutif
Indopol Survey Ratno Sulistiyanto
Juli lalu menyingkap pada media,
ketidakpercayaan itu akibat partai ti-
dak mampu menampung aspirasi
warga (26,64%). Sementara, 11,76%
warga menilai parpol telah kehilang-
an ideologi dan integritas. 

Membuat warga Ômelek politikÕ de-
ngan mengecek namanya, perlu dia-
jarkan agar pencatutan nama tidak
menjadi sebuah bayang-bayang
gelap demokrasi. Apalagi penggu-
naan dokumen dan tanpa hak izin
orang yang bersangkutan, dalam
konteks hukum pidana, termasuk
kategori pemalsuan dokumen.
Karenanya sudah masuk ke ranah
pidana, perlu juga ada kesadaran se-
kaligus keberanian melaporkan hal
tersebut ke  kepolisian. Mungkin
diperlukan lembaga yang bisa dan
bersedia mendampingi sekaligus
mengedukasi masyarakat akan hal
itu. Karena korban pencatutan nama
ini acapkali enggan melapor, kalau ti-
dak ada kaitan dengan pekerjaan
yang mensyaratkan tidak berafiliasi
dengan parpol. 

Realita ini tentu tidak bisa dibiar-
kan berulang terjadi, dan menjadi
fenomena tidak sehat dunia politik
Indonesia,  setiap akan verifikasi par-
pol. Artinya, upaya pencatutan nama
harus dihentikan agar tidak terjadi la-
gi di masa mendatang. Mungkinkah
bisa diusulkan dengan perubahan
undang-undang pemilu yang ada?
Seperti dikemukakan Direktur Dignity
Indonesia Jefry Adriansyah pada me-
dia Sabtu (12/11) lalu agar DPR
merevisi UU Pemilu dan memuat
sanksi tegas bagi partai yang mela-
kukan pencatutan. Sanksinya bisa
berupa didiskualifikasi sebagai calon
peserta pemilu apabila ketahuan me-
lakukan pencatutan. Mungkinkah oh
mungkinkah... ..? ❑ - d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-
rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan

Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-
nerima tulisan lewat email : opini-
kr@gmail.com dengan panjang tulisan
antara 535  - 575 kata, dengan mengisi
subjek mengenai isu yang ditulis serta ja-
ngan lupa menampilkan fotocopy identi-
tas. Terimakasih. 
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LKS Mitra Amanah Bangun Gedung Panti
LEMBAGA Kesejahteraan Sosial

Penyantun Yatim Piatu 'Mitra
Amanah' yang beralamat di Dusun
Suruhan RT 05 Timbulharjo Sewon
Bantul, Insya Allah segera melan-
jutkan pembangunan gedung panti.
Gedung panti akan digunakan untuk
menampung anak yatim piatu yang
menjadi asuhan dari LKS Mitra
Amanah. 

Pembangunan itu  masih banyak
kekurangan dana. Maka kami, Panitia
Pembangunan Gedung Panti Mitra
Amanah mengetuk hati para pemba-
ca setia SKH Kedaulatan Rakyat un-
tuk memberikan dukungan dan bantu-

an. Baik berwujud dana maupun ma-
terial, sehingga pembangunan
gedung panti bisa segera terlaksana.
Sumbangan bisa diserahkan lang-
sung ke lokasi pembangunan gedung
panti asuhan atau melalui: Bank
Syariah Indonesia, Nomor Rekening:
3110324960 a/n YATIMAN.

Atas dukungan serta bantuan dari
para pembaca setia SKH Kedaulatan
Rakyat kami mengucapkan banyak
terima kasih. Semoga Allah SWT
membalas semua kebaikan panje-
nengan sekalian. Aamiin.

Panitia Pembangunan Gedung
Panti Asuhan Mitra Amanah

Promo ÕHarga Sesuai Kantung MahasiswaÕ
MESKI sudah semakin jarang, di

Yogyakarta kadang masih dijumpai
warung atau bahkan rumah makan
yang menuliskan promosinya de-
ngan tulisan Õharga kantung maha-
siswaÕ. Promo yang membuat tanya,
berapakah Õharga kantung maha-
siswaÕ tersebut?

Karena sekarang ini Õkantung ma-
hasiswaÕ tentu sudah sangat berbeda
dengan mahasiswa tahun 80-an.
Dulu mahasiswa tahun 80-an kuliah
dengan kiriman pas-pasan adalah
pemandangan biasa. Makan Õnge-

bonÕ di warung pun adalah biasa.
Kalau kini? Setiap siang - sore yang
namanya café dipenuhi dengan ma-
hasiswa. Ada yang rapat, ada yang
ngerjakan tugas, ada yang ngedate,
ada yang sekadar kumpul-kumpul.

Tentu mereka tidak sekadar
numpang duduk kan? Sekadar beli
minum dalam rapat dan gantian yang
beli supaya bisa terus duduk di situ
sembari rapat atau ngerjakan tugas?
Jadi, berapakah Õharga sesuai kan-
tung mahasiswaÕ sekarang? 

Edi, Jl Kaliurang KM 14 Sleman.


